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ABSTRAK

(A) Nama : Delpedro Marhaen Rismansyah (NIM 207222014)

(B) Judul Tesis : Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan Hak atas

Kebebasan Berpendapat di Negara Hukum Pancasila

(C) Halaman : xxi + 153 + 2024

(D) Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, Negara Hukum Pancasila, Hak

Asasi Manusia

(E) Isi :

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai
berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. NKRI bertujuan untuk melindungi
bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Konstitusi Indonesia, yang
didasarkan pada konsensus bersama, menetapkan batasan kekuasaan pemerintah
dan menjamin hak-hak politik rakyat, termasuk kebebasan berpendapat yang diatur
dalam Pasal 28 UUD 1945. Namun, praktik pembatasan dan perampasan hak
kebebasan berpendapat masih terjadi, seperti yang terlihat dalam kasus Daniel Frits,
tiga petani Desa Pakel, Rocky Gerung, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti serta
aktivis Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan
berpendapat di Negara Hukum Pancasila, dengan fokus pada kesenjangan antara
norma hukum dan fakta empiris dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas untuk
menjamin kebebasan berpendapat, implementasinya masih menghadapi berbagai
tantangan, termasuk distorsi perlindungan hukum dan tindakan kriminalisasi
terhadap kebebasan berpendapat oleh aparat penegak hukum.

(F) Daftar Acuan : 86 (1958-2024)

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

(H) Penulis : Delpedro Marhaen Rismansyah
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ABSTRACT

(A) Name : Delpedro Marhaen Rismansyah (NIM 207222014)

(B) Titles : Protection, Respect, and Fulfillment of the Right to

Freedom of Expression in a Pancasila-based Legal System

(C) Pages : xxi + 153 + 2024

(D) Keywords : Freedom of Expression, Pancasila Legal State, Human
Rights

(E) Abstract :

The Proclamation of Indonesian Independence on August 17, 1945, marked
the establishment of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), founded
on Pancasila and the 1945 Constitution. The NKRI aims to protect the Indonesian
people, promote general welfare, enhance national education, and contribute to
global peace. The Indonesian Constitution, based on a collective consensus, sets
limits on government power and guarantees the political rights of the people,
including freedom of expression, as stipulated in Article 28 of the 1945 Constitution.
However, the practice of restricting and violating the right to freedom of expression
persists, as seen in the cases of Daniel Frits, three farmers from Pakel Village,
Rocky Gerung, Haris Azhar and Fatia Maulidiyanti, as well as activists Jumhur
Hidayat and Syahganda Nainggolan. This research aims to analyze the respect,
protection, and fulfillment of the right to freedom of expression in the Pancasila
Legal State, focusing on the gap between legal norms and empirical facts over the
past five years. The results show that although there is a clear legal framework to
guarantee freedom of expression, its implementation still faces various challenges,
including distortions of legal protection and the criminalization of freedom of
expression by law enforcement officials.

(F) References : 86 (1958–2024)

(G) Advisor : Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

(H) Author :Delpedro Marhaen Rismansyah
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KATA PENGANTAR

Lirik "Get up, stand up, Stand up for your right…" dari Bob Marley

membuka babak awal penulisan tesis ini, yang disusun dengan keprihatinan

mendalam di tengah ujian berat terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.

Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu pilar utama dalam demokrasi, sedang

terancam oleh berbagai tindakan represif yang menimpa individu-individu yang

telah mendedikasikan diri mereka untuk memperjuangkan demokrasi, kelestarian

lingkungan, hak asasi manusia, dan kondisi sosial yang lebih baik. Ironisnya,

dedikasi mereka harus dibayar dengan penderitaan dan ketidakadilan yang

mendalam.

Kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi semakin marak

terjadi, menambah daftar panjang ketidakadilan yang harus ditanggung oleh mereka

yang berani bersuara. Situasi ini tidak hanya mengkhawatirkan bagi mereka yang

langsung terdampak, tetapi juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat

Indonesia yang mendambakan kehidupan dalam iklim demokrasi yang sehat dan

berkeadilan. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang harus dijaga dan

dilindungi oleh semua elemen negara, termasuk pemerintah yang seharusnya

menjadi pelindung utama hak-hak warganya.

Dalam bab-bab berikut, tesis ini akan mengupas tuntas tentang kewajiban

Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan

berpendapat dalam kerangka Negara Hukum Pancasila. Melalui analisis yang

mendalam, tesis ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar

Pancasila dan nilai-nilai demokrasi harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan

dan tindakan pemerintah. Diharapkan, melalui paparan ini, pembaca dapat

merasakan urgensi dan pentingnya perjuangan untuk kebebasan berpendapat, serta

dorongan kuat bagi setiap elemen masyarakat untuk terus menyuarakan keadilan

dan kebenaran.

Tesis ini juga disusun sebagai tanggung jawab akademik untuk

mempertahankan Pancasila dari klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh
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kekuasaan atau individu yang bertujuan memberangus hak atas kebebasan

berpendapat. Terdapat berbagai peristiwa pelanggaran terhadap hak atas kebebasan

berpendapat di Indonesia dengan dalih Pancasila, padahal sejatinya Pancasila

menjamin adanya kebebasan berpendapat itu sendiri. Berangkat dari hal itu, tesis

ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi siapapun yang tengah mendorong

adanya kebebasan berpendapat di Indonesia dari upaya-upaya klaim sepihak

tentang Pancasila.

Singkat kata, tesis ini disuguhkan selain hanya sebatas syarat menunaikan

tugas akademik untuk meraih gelar magister ilmu hukum, tetapi juga untuk satu

tujuan yang lebih luhur: demi demokrasi yang lebih baik!

Dengan rampungnya tesis ini, selain bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa,

Penulis juga hendak mengutarakan rasa bangga, hormat, dan terima kasih kepada

berbagai pihak yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung,

dalam proses pergulatan tesis ini. Ucapan terima kasih yang tulus penulis

sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Tarumanagara;

2. Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara;

3. Ibu Christine S. T. Kansil. S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas

Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen

pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing

Penulis dan rela meminjamkan koleksi buku-bukunya yang amat berharga

tentang Hukum Tata Negara, metode penelitian hukum, Negara Hukum

Pancasila, bahkan hingga kliping dari koran. Tanpa itu semua tesis ini tidak

akan pernah selesai;

5. Seluruh staf pengajar dan administrasi Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara;

6. Berbagai pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian

ini, di antaranya: Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
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Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz;

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,

Fajar Laksono; Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Atnike Nova

Sigiro; Dosen Hukum Tata Negara STHI Jentera, Bivitri Susanti; Pengacara

Publik Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Fandi Denisatria, Al-

Ayubbi Harahap, dan Reza Faris; serta Peneliti SAFEnet, Hafiz

Nabiyyin.Dr.

7. Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., selaku guru ilmu hukum bagi penulis dan

telah banyak membantu studi Penulis dengan memberikan dukungan dari

banyak hal;

8. Kedua orang tua Penulis, Deni Rismansyah dan Magda Antisita, yang telah

memberikan dukungan secara menyeluruh agar Penulis dapat meraih gelar

magister guna menjadi akademikus yang memiliki tanggung jawab

akademis untuk membela dan berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat yang tertindas. Usaha apapun dilakukan oleh keduanya agar

penulis dapat menempuh cita-cita yang mulia itu;

9. Delpiero Hegelian Rismansyah selaku kakak dari penulis dan istrinya Batari

Ghina Raissa, serta putrinya, Djemma Dialektika Rismansyah. Keluarga

kecil yang memberikan Penulis dukungan dan hiburan.

10. Leony Puspita Wijaya atas kehadiranmu selama ini. Di tengah luasnya

antariksa dan panjangnya waktu, Penulis merasa sangat beruntung bisa

hidup di planet dan zaman yang sama denganmu. Penulis menulis ini sambil

bersiap meraih gelar Magister Ilmu Hukum, salah satu dari tiga cita-cita

Penulis. Kehadiranmu memberi dorongan untuk menyelesaikan dua cita-

cita lainnya, dan salah satunya adalah tentangmu. Apapun yang terjadi di

masa depan, semoga kita bertemu di tempat yang jauh dari perpisahan;

11. Elvlyn, yang Penulis kenal saat duduk di bangku sarjana Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara, telah banyak membantu Penulis sejak saat itu

hingga kini. Bantuan Elvlyn, baik dalam perkuliahan maupun di luar itu,

sangat berarti, termasuk dalam membahas berbagai topik. Obrolan

dengannya setelah pulang kerja menjadi sumber penghiburan dan semangat
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bagi Penulis untuk menghadapi hari-hari yang penuh ketidakpastian. Selain
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